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Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Muara Labuh 

Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  

tanpa seizin Pengadilan Agama Muara Labuh 
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SOP PELAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI RIIL 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-undang Nomor .7  Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang sudah di ubah menjadi 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang 

sudah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009 

2. Pasal 120 HIR / 144 RBg 

3. Keputusan Mahkamah Agung nomor 

KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola 

Pembinaan dan Pengendalian Administrasi 

Kepaniteraan Pengadilan Agama dan 

Pengadilan Tinggi Agama 

4. Keputusan Mahkamah Agung nomor 

KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan 

buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Administrasi Peradilan Agama 

5. Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor : SK 

KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang 

standar pelayanan peradilan 

6. Buku II, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 

dan Administrasi Peradilan Agama 

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan Yang Berada di Bawahnya 

 

1. Memahami Proses Pengajuan Perkara Eksekusi 

2. Memiliki kemampuan dalam Pengajuan Perkara 

Eksekusi 

3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian 

Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 

4. Menguasai aplikasi SIPP 

5. Memahami hukum formil yang berkaitan dengan 

Pengajuan Upaya Hukum 

6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara 

7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait 

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN 

1. Manual Mutu 

 

 

1. Data-data pendukung 

2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 

3. Jaringan internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 
1. Jika Pemohon eksekusi tidak membayar atau 

lebih membayar panjar biaya eksekusi tetapi 
tidak menyerahkan bukti setor bank kepada 
kasir maka permohonan tidak terdaftar  

2. Jika PHS terlambat ditetapkan, maka hari 
sidang akan terlambat ditentukan 
 

1. Checklist Persyaratan  

2. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 

3. Buku Register Induk Perkara  

4. Register Permohonan Eksekusi (RI-PA8) 

5. Buku Jurnal Keuangan Eksekusi  
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SOP PELAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI RIIL 

 

No Kegiatan 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket Pemohon 

Eksekusi 

Petugas 

Meja I 
Kasir 

Petugas 

Meja II 
Panitera Kelengkapan Waktu Output 

1 Mengajukan 

Permohonan 

     Permohonan 5 menit Berkas 

Perkara 
 

2 Menerima dan 

memeriksa 

kelengkapan surat 

permohonan serta 

menaksir panjar 

biaya eksekusi 

     Permohonan 5 menit Berkas 

Perkara 
 

3 Memasukan 

identitas para pihak 

kedalam aplikasi 

SIPP, membuat 

SKUM, memberi 

nomor perkara pada 

SKUM dan surat 

Permohonan, 

memberi petunjuk 

kepada Pemohon 

eksekusi untuk 

menyetor sejumlah 

uang melalui 

BANK 

     Berkas 

Perkara, 

SIPP 

15 

menit 

Berkas 

Perkara 
 

4 Menerima bukti 

setor dan berkas 

permohonan 

eksekusi, membuat 

SKUM, 

membukukan 

panjar biaya 

eksekusi ke dalam 

buku jurnal, 

memberi nomor 

pada surat 

permohonan 

eksekusi, 

memasukan data 

kedalam SIPP 

                       Berkas 

Perkara 

15 

Menit 

Berkas 

Perkara 
 

5 Menyerahkan surat 

Permohonan 

Eksekusi dan 

SKUM yang telah 

diberi nomor 

perkara 

 

     Permohona

n yang 

telah diberi 

nomor 

perkara 

5 

Menit 

Permoh

onan 

yang 

telah 

diberi 

nomor 

perkara 

 

6 Petugas Meja II 

mencatat perkara 

tersebut dalam 

Buku Register 

Permohonan 

     Berkas 

Perkara 

15 

menit 

Berkas 

Perkara 
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Eksekusi sesuai 

dengan nomor 

perkara yang 

tercantum pada 

SKUM (diregister 

sesuai dengan jenis 

perkara) 

7 Petugas Meja II 

menyerahkan 

Permohonan 

Eksekusi kepada 

Panitera melalui 

Wakil Panitera 

     Berkas 

Perkara 

10 

menit 

Berkas 

Perkara 
 

Waktu yang diperlukan : 70 menit 


